WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan
Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah dan Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/323/SJ
tertanggal 15 Juli 2017 tentang Tindak Lanjut
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2017, maka Pemerintah Kabupaten/Kota diminta
segera untuk melakukan pencabutan Peraturan
Daerah terkait dengan Izin Gangguan dan
Pungutan Retribusi Izin Gangguan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang
Retribusi Izin Gangguan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana
Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

S. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALI KOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.
Pasal 1
Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2015
Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.




Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran
Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2019

PIt. WALI KOTA MEDAN,
ttd
AKHYAR NASUTION
Diundangkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
ttd

WIRYA ALRAHMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2019 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA: 8/225/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,

BAMBAN—Q, SH

Pembina/
NIP. 19620515 199011 1 001




